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ABSTRAK
RIDA PUNGKY LOLEH (B111 13 607) “Peranan Kepolisian Dalam
Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian (Studi di
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012-2015)”. Dibawah bimbingan dan
arahanH.M Said Karim selaku Pembimbing I dan Nur Azisa selaku
Pembimbing II.
Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif kemudian disajikan
secara deskriptif.  Penelitian ini dilakukan di Polres Luwu Timur dengan
mewawancarai beberapa pihak Kepolisian khususnya pada bagian Satuan
Reskrim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal. Yang pertama
Peranan kepolisian dalam pencegahan dan penanggulangan tindak
pidana pencurian khususnya di Kabupaten Luwu Timur. Dan yang kedua
ialah hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam pencegahan dan
penanggulangan tindak pidana pencurian dari tahun 2012-2015.
Hasil penelitian yang didapatkan penulis  bahwa bentuk peranan yang
dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi
tindak pidana pencurian antara lain ialah memberitahukan atau memberi
peringatan kepada  warga masyarakat melalui radio-radio, masjid-masjid,
penyuluhan, patroli, memfungsikan bagian Babinkamtibmas yang
bersetuhan langsung dengan masyarakat. Dalam menanggulangi tindak
pidana pencurian meliputi upaya represif yaitu berupa penegakan hukum
yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
Faktor yang menjadi penghambat yaitu kurangnya kesadaran dari diri
masayrakat itu sendiri apakah ia mau mendengar ataukah tidak, saksi
susah untuk dimintai keterangan, dan pelaku melarikan diri (pergi
meninggalkan wilayah Kabupaten Luwu Timur).
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan Negara Hukum, hal ini ditegaskan dalam
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.
Berdasarkan pada Undang-undang Dasar tersebut, maka masyarakat
Indonesia harus tunduk pada aturan-aturan Hukum. Selain itu dalam UUD
1945 Alinea ke-IV bahwa salah satu tujuan Negara adalah untuk menjaga
ketertiban umum, sehingga dalam mewujudkan penegakan hukum di
Indonesia harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan lembaga hukum itu
sendiri.
Selain pemerintah, aparat hukum masyarakatpun memiliki peranan
dalam mewujudkan ketertiban masyarakat, secara umum masyarakat
dianggap tahu. Sehingga masyarakat memiliki kewajiban dalam menaati
peraturan-peraturan yang ada. Hukum dianggap dapat menjadi sarana
dalam menciptakan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara yang
tertib.
Salah satu Hukum yang berlaku di Negara Indonesia adalah
Hukum publik ( Hukum pidana ), dimana Hukum pidana itu sendiri dibagi
menjadi Hukum pidana formil (Hukum acara pidana) dan Hukum pidana
materil (hukum pidana). Hukum pidana materil itu memuat ketentuan dan
2rumusan-rumusan dari tindak-tindak pidana, peraturan-peraturan
mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat
dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan
ketentuan mengenai hukuman-hukumannya sendiri. Hukum pidana formil
tersebut mengatur tentang bagaimana caranya Negara dengan
perantaraan alat-alat kekuasaannya mempergunakan haknya untuk
menghukum dan menjatuhkan hukuman dengan demikian membuat acara
pidana. 1
Perkembangan informasi dan tekhnologi yang pesat telah
menyebabkan timbulnya berbagai macam bentuk kejahatan dalam
masyarakat. Kejahatan sebagai suatu gejala adalah selalu ada kejahatan
dalam masyarakat (crime on society), dan merupakan bagian dari
keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait
pada proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar
manusia. Pemahaman kejahatan pada masa lampau seringkali kehilangan
makna oleh karena maninggalkan konsep total masyarakat ( the total
concept of society ).2
Suatu studi di Inggris oleh Steven Box, dalam bukunya crime,
Power and Mystification, menunjukkan kejahatan cenderung meningkat
setiap tahunnya, kejahatan lebih banyak dilakukan oleh orang-orang lebih
1P.A.F. Lamintang.2013.Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.PT Citra Aditya Bakti;
Bandung.hal.11
2 Yesmil Anwar, Adang, 2013. Kriminologi, PT Refika Aditama; Bandung.hal.57
3muda, penganggur, dan negro-negro di inggris, penjara menjadi penuh
oleh golongan terkucil dan lemah.3
Kejahatan merupakan penyakit masyarakat yang sulit untuk
disembuhkan karena faktor timbulnya kejahatan yang begitu
beranekaragam. Pelaku kejahatan (penjahat) melakukan kejahatan
karena motif yang berbeda.Masalah kejahatan yang timbul dipengaruhi
oleh beberapa aspek seperti lingkungan, politik, dan latar belakang
ekonomi. Pelaku kejahatan atau penjahat itu sendiri terlahir dari berbagai
golongan, mulai dari golongan masyarakat miskin hingga golongan
masayarakat kaya, masyarakat yang tidak berpendidikan dan masyarakat
yang berpendidikan tinggi sekalipun.
Tingkat kejahatan di Indonesia dari tahun ke tahun megalami
peningkatan. Salah satu kejahatan umum yang hampir dijumpai setiap
harinya ialah tindak pidana pencurian. Tingginya angka tindak pidana
pencurian pada dasarnya dilatarbelakangi oleh kebutuhan perut.Tidak
dapat dipungkiri bahwa angka kemiskinan yang tinggi dan jumlah
pengangguran yang terus bertambah serta tingginya harga kebutuhan
hidup menjadi faktor meningkatnya jumlah tindak pidana pencurian di
Indonesia.Sehingga dalam upaya pemberantasan tindak pidana atau
kejahatan di Indonesia diatur dalam Buku II KUHPidana.
Dapat disimpulkan bahwa, kecenderungan untuk berperilaku
sebagai orang jahat tidak hanya dari rakyat miskin karena desakan
3Ibid.,hal 186
4ekonominya akan tetapi perbuatan tersebut juga akan dilakukan oleh
kalangan dari orang yang berada atau orang yang terhormat, yang
berbahaya itu ialah apabila dalam suatu masyarakat, dimana orang yang
tidak lagi memiliki perasaan risih atau malu jika melakukan pelanggaran
hukum. Hal ini biasaya terjadi akibat tidak adanya kesadaran yang begitu
dalam dari diri sendiri tentang apa yang pantas untuk dilakukan dan apa
yang tidak pantas dilakukan dengan alasan bahwa semua itu dilakukan
karena keadaan.
Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi
dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Dalam
mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur tersebut
tentunya mempunyai suatu penegak Hukum yang bisa mengontrol
masyarakat.salah satu penegak hukum yang dimaksud itu adalah Polisi.
Kepolisian Republik Indonesia dan struktrur dibawahnya sebagai instuisi
yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban internal Negara, dalam
menjalankan tugas dan fungsinya yang nampaknya belum maksimal.Hal
ini terlihat dengan keadaan internal Negara yang masih belum aman
secara menyeluruh.Sebagai aparat Negara yang mempunyai tugas
melindungi, dan mengayomi masyarakat, maka Polisi harus berusaha
memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya. Masyarakat begitu sangat
menghormati aparat kepolisian karena membantu masyarakat dalam
menanggulangi kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat.
5Disamping itu, masyarakat juga harus membantu kepolisian,
karena masyarakat juga memiliki peran penting dalam tugas kepolisian.
Sebab, walau bagaimana pun kepolisian tidak akan bisa mengatur semua
itu tanpa adanya kesadaran dari masyarakat-masyarakat itu sendiri.
Kesadaran begitu sangat diperlukan untuk mewujudkan suatu pencapaian
menjadi yang lebih baik. Masalah kejahatan begitu sangat abadi di
kehidupan umat manusia, karena kejahatan-kejahatan tersebut
berkembang setiap tahunnya.Ada saja bentuk kejahatan yang dilakukan
dengan alasan yang berbeda-beda.
Sebagai perbuatan negatif, kejahatan yang terjadi dalam
masyarakat tentunya mendapat reaksi dari masyarakat tempat kejahatan
itu terjadi. Artinya, dalam masalah ini akan ditelah proses bekerjanya
hukum pidana manakala terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana
tersebut. Proses ini berjalan sesuai dengan mekanisme system peradilan
pidana, yakni proses dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan sampai
pelaksanaan putusan pengadilan di penjara (Lembaga Pemasyarakatan).4
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak ada satu definisi pun
tentang kejahatan. Pada Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
hanya menjelaskan tentang perumusan perbuatan manakah yang
dianggap sebagai suatu kejahatan. Dapat dilihat pada Pasal 338 KUHP “
Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum,
karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas
4 Teguh Prasetyo.2011.Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana.Nusa Media;Bandung.Hal.13
6tahun. Dan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada buku II Bab
XXII  mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 membahas  tentang
Pencurian.
Di daerah Luwu Timur tindak kejahatannya begitu banyak,
khususnya pencurian.Mulai dari pencurian ternak, barang elektronik,
uang, bahkan pencurian kendaraan. Para pelaku pula tak segan-segan
melakukan kekerasan terhadap korbannya.5
Untuk itulah perlu dilakukan tinjauan terhadap tindak pidana yang
dilakukan oleh orang-oarang yang memiliki pikiran pendek. Agar
kemudian dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mencegah dan
menaggulangi serta memberantasatau paling tidak meminimalisir
tindakan-tindakan negatif yang dilakukan ditengah-tengah kehidupan
masyarakat.
Dari uraian fakta diatas mendorong penulis sebagai Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk meneliti dan menulis
skripsi perihal.“ Peranan Kepolisian Dalam Pencegahan dan
Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian (Studi di Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2012-2015)”.
B. Rumusan Masalah
Adapun yang menjadi permasalahan dari penulisan skripsi ini
adalah:
5 Dikutip dari:http://rakyatsulsel.com/polres-lutim-bekuk-sindikat-pencurian.html.pada hari
sabtu,15 oktober 2016.pukul:20.05
71. Bagaimanakah peranan kepolisian dalam pencegahan dan
penanggulangan tindak pidana pencurian?
2. Hambatan apakah yang dihadapi kepolisian dalam pencegahan dan
penanggulangan tindak pidana pencurian?
C. Tujuan Penulisan
Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui peranan selaku kepolisian dalam pencegahan dan
penanggulangan tindak pidana pencurian
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi kepolisian dalam
pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian.
D. Manfaat Penulisan
Dari hasil penulisan ini dapat memberikan suatu gambaran kecil
dan bermanfaat bagi orang lain baik secara teoritis maupun secara
praktis.
Penelitian ini dapat memberikan pemikiran pada bagian hukum
pidana dalam hal pencegahan dan penanggulangan tindak pidana
pencurian yang ada di Kabupaten Luwu Timur yang merupakan tempat
kelahiran dari si penulis sendiri.Hasil penelitian ini juga bermanfaat untuk
menambah sebagai literature bagian akademis.
Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan
oleh para pengambil kebijakan dan para pelaksana di bidang hukum
8pidana , terkhusus pada aparat  kepolisian dalam melaksanakan tugasnya
sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.
9BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kejahatan
a. Definisi Kejahatan
Kejahatan merupakan suatu fenomena yang komplek yang dapat
dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian
kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa
kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita
ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.
Usaha memahami kejahatn itu sebenarnya telah berabad-abad lalu
dipikirkan oleh para ilmuan terkenal. Plato (427-347s.m) misalnya
menyatakan bahwa bukunya ‘Republiek’ menyatakan antara lain bahwa
emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan.
Sementara itu, Aristoteles (382-322 s.m.) menyatakan bahwa kemiskinan
menimbulkan kejahatan dan pemberontakan.Thomas Aquino (1226-1274)
memberikan beberapa pendapatnya tentang pengaruh kemiskinan atas
kejahatan. “Orang  kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-
boroskan kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin, mudah menjadi
pencuri.”6
Pengertian kejahatan sangat relatif (selalu berubah-ubah).Pertama,
dari sudut pandang hukum (a crime from the legal of view), batasan
6Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa.Kriminologi. PT Rajagrafindo Persada;Jakarta.hal 1
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kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang
melanggar hukum pidana.Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan
sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan
pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan
kejahatan.7Kedua, dari sudut pandang masyarakat (a crime from the
sociological point of view).Batasan kejahatan dari sudut pandang ini
adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup
di dalam masyarakat, contohnya di dalam hal ini ialah bila seorang muslim
meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa
(kejahatan) dari sudut pandang masyarakat islam, dan namun dari susut
pandang hukum bukan kejahatan. 8
Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh
unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur
tersebut adalah:9
1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm).
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh, misalnya orang dilarang
mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut
telah diatur di dalam pasal 362 KUHP (asas legalitas).
3. Harus ada perbuatan (criminal act).
4. Harus ada maksud jahat (criminal intent=mens rea).
7A.S. Alam.Pengantar Kriminologi. Refleks Arts;Makassar. Hal 16
8Ibid.,hal 17
9Ibid.,hal 18-19
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5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur di
dalam KUHP dengan perbuatan.
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan
tersebut.
b. Klasifikasi Kejahatan
Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa golongan berdasarkan
beberapa petimbangan :
1. Motif Pelakunya
Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya sebagai
berikut:10
- Kejahatan ekonomi (economic crime), misalnya penyelundupan.
- Kejahatan seksual (sexual crime), misalnya pemberontakan PKI,
pemberontakan DI /TI dll.
- Kejahatan lain-lain (miscelianeaous crime), misalnya
penganiayaan, motifnya balas dendam.
2. Berdasarkan Berat/Ringan Ancaman Pidananya
- Kejahatan, yakni semua Pasal-Pasal yang disebut di dalam buku
ke-II (dua) KUHP. Seperti pembunuhan, pencurian, dll.
10 Ibid.,hal 21
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- Pelanggaran, yakni semua Pasal-Pasal yang disebut di dalam buku
ke-III (tiga) KUHP, seperti saksi di depan persidangan yang
memakai jimat pada waktu ia harus memberi keterangan dengan
bersumpah, dihukum dengan hukum kurungan selama-lamanya 10
hari atau denda. 11
3. Kepentingan Statistik
- Kejahatan terhadap orang (crime against persons), misalnya
pembunuhan, penganiayaan dll.
- Kejahatan terhadap harta benda (crime against property) misalnya
pencurian, perampokan dll.
- Kejahatan terhadap kesusilaan umum (crime against public
degency) misalnya perbuatan cabul.
4. Kepentingan Pembentukan teori
Pengelompokan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan.yang
memiliki nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut.Penggolongannya
adalah:12
- Professional crime, adalah kejahatan dilakukan sebagai mata
pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk
profesi itu. Contohnya pemalsuan tanda tangan, pemalsuan uang,
dan pencopetan.
11Ibid.,hal 21
12Ibid.,hal 22
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- Organized crime, adalah kejahatan yang karena adanya
kesempatan, contohnya pencurian di rumah-rumah, pencurian
jemuran, penganiayaan dan lain-lain.
5. Ahli-ahli Sosiologi
- Violent personal crime (kejahatan kekerasan terhadap orang).
Contohnya pembunuhan (murder), penganiayaan (assault)
pemerkosaan (rape) dan lain-lain.
- Occastional property crime (kejahatan harta benda karena
kesempatan). Contohnya pencurian kendaraan bermotor,
pencurian di toko-toko besar.
- Occupational crime (kejahatan karena kedudukan/jabatan).
Contohnya korupsi.
- Political crime (kejahatan politik). Contohnya pemberontakan,
spionase dan lain-lain.
- Public order crime (kejahatan terhadap ketertiban umum).
Kejahatan ini biasa juga disebut “kejahatan tanpa korban”.
Contohnya pemabukan, gelandangan, penjudian dan sebagainya.
- Conventional crime (kejahatan konvensional). Contohnya
perampokan (robbery), pecurian kecil-kecilan (larceny)
- Organized crime, (kejahatan terorganisir). Contohnya pemerasan
(racketeering), perdagangan wanita untuk pelacuran (women
trafficking). Perdangan obat bius.
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- Professional crime (kejahatan yang dilakukan dengan profesi).
Contohnya pemalsuan (counterfeiting), pencopetan
(pickpocketing).13
c. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan
Penanggulangan kejahatan Empirik terdiri atas tiga bagian pokok,
yaitu :14
1. Pre-Emtif
Yang dimaksud dengan Pre-Emtif disini adalah upaya-upaya awal
yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak
pidana. Usaha-usaha yang dilakukandalam penanggulangan kejahatan
secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai / norma-norma yang baik
sehingga norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun
ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/ kejahatan tapi tidak ada
niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi
dalam usaha pre-entif faktor niat menjadi hilang meskipun ada
kesempatan.
2. Preventif
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari
upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum
13Ibid.,hal 23
14Ibid.,hal 79-80
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terjadinya kejahatan.Dalam upaya preventif yang di tekankan adalah
menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.
3. Represif
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan
yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcemenet) dengan
menjatuhkan hukuman.
B. Pengertian Kriminologi
Ilmu hukum pidana, yang sesungguhnya dapat juga dinamakan
ilmu tentang hukumnya kejahatan, ada juga ilmu tentang kejahatannya
sendiri yang dinamakan kriminologi. Obyek hukum pidana adalah aturan-
aturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang berkaitan dengan
pidana, dan tujuannya agar dapat mengerti dan mempergunakan dengan
sebaik-baiknya serta seadil-adilnya, maka obyek kriminologi adalah orang
yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri adapun tujuannya
yakni agar menjadi mengerti apa sebab-sebabnya sehingga sampai
berbuat jahat itu. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat, ataukah
didorong oleh keadaan masyarakat di sekitarnya (milieu) baik keadaan
sosiologis maupun ekonomis.15
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari
tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard
(1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari
15 Moeljatno.1993.Asas-Asas HukumPidana.PT Rineka Cipta;Jakarta hal.13
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kata “Crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang
berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang
kejahatan atau penjahat.16
Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah
keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat,
lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh
lembaga-lembaga penerbit masyarakat dan oleh para anggota
masyarakat.17
Bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari
kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali
dikemukakan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi
Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata crime yang
berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang
kejahatan.18
Kriminologi, sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, pada
dasarnya sangat tergantung pada disiplin ilmu-ilmu lainnya yang
mempelajari kejahatan, bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan
kriminologi itu merupakan hasil dari berbagai disiplin ilmu yang
16 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfia.Op.Cit.,hal.9
17Ibid.,hal.12
18A.S. Alam.Op.cit., hal 1
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mempelajari kejahatan tersebut. Dengan demikian, kriminologi itu bersifat
“inter disipliner”, artinya suatu disiplin ilmu lainnya terhadap kejahatan.19
Jika dilihat dari pandangan sosiologis, kejahatan diartikan sebagai
tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial, serta menggangu
keselamatan dan ketentraman bagi kehidupan masyarakat baik secara
ekonomis, maupun sosial-psikologis.
Dari beberapa paparan tersebut diatas, yang menjelaskan tentang
kriminologi, maka dapat disimpulkan bahwa baik secara luas ataupun
sempit kriminologi itu merupakan suatu tindak kejahatan yang dapat
merugikan para masyarakat baik itu dalam bentuk ucapan, perbuatannya,
pelakunya, sebab akibatnya hingga mengarah kepada solusi pencegahan
dan penanggulangannya.
W.A. Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu
pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi
murni yang mencakup :20
1. Antropologi criminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang
jahat (somatic). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas
pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-
19 Teguh Prasetyo.Op.cit.,hal.14
20 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa.Op.cit.,hal 9-10
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tanda seperti apa? apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan
kejahatan dan seterusnya.
2. Sosiologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai
suatu gejala masyarakat. pokok persoalan yang dijawab oleh bidang
ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam
masyarakat.
3. Psikologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang
dilihat dari sudut jiwanya.
5. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal, yaitu ilmu tentang penjahat
yang sakit jiwa atau urat syaraf.
6. Penologi, yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.
SUTHERLAND merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu
pengetahuan yang berkaitan dengan perbuatan jahat sebagai gejala
sosial (The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon).
Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan
hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum,
kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu :21
a. Sosiologi hukum
Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan
diancam dengan suatu sanksi.Jadi yang menentukan bahwa suatu
Ibid.,hal 10-11
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perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Disini menyelidiki sebab-
sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang
menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana)
b. Etiologi kejahatan
Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab
dari kejahatan.Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian
yang paling utama.
c. Penology
Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi
Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha
pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.
Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam The Sociology of Crime and
Delinquency memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu
pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh
pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan
mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan,
keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang
berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi
masyarakat terhadap keduanya. Jadi obyek studi kriminologi melingkupi :
a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan
b. Pelaku kejahatan dan
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c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun
terhadap pelakunya.
Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru
dapat dikatakan sebagai kejahatan bila iamendapat reaksi dari
mayarakat.22
Berdasarkan pendapat dari beberapa pakar yang menjelaskan
tentang kriminologi diatas, dapat dilihat bahwa antara pakar yang satu
dengan yang lain memiliki penjelasan yang saling berkaitan atau memiliki
persamaan. Hanya saja mereka menggunakan bahasa yang berbeda-
beda, tapi pada dasarnya maksud dan tujuan yang mereka jelaskan
hampir sama atau dengan kata lain memiliki maksud dan tujuan yang
sama.
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian
a. Pengertian Tindak Pidana pencurian
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah
mengambil milik orang lain tanpa izin, atau dengan tidak sah, biasanya
dengan sembunyi-sembunyi. “pencuri”berarti orang yang mencuri atau
maling. “Curian”berarti hasil mencuri atau barang yang dicuri.Sedangkan
arti “pencurian” proses, cara, perbuatan.23
22Ibid.,hal 12
23 Dikitip dari:KBBI.Web.id./Curi.Pada hari Minggu 22 October 2016.pukul:20.47
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Unsur-unsur Objektif  pencurian berupa :24
a. Unsur perbuatan mengambil (wegnemen).
Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini
menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil.
Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang
dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang ada pada
umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan
pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, mengangkatmya lalu
membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam
kekuasaannya. Sebagaimana dalam banyak tulisan, aktifitas tangan dan
jari-jari sebagaimana tersebut diatas bukanlah merupakan syarat dari
adanya perbuatan mengambil.Unsur pokok dari perbuatan mengambil
adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya
kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya.Unsur berpindahnya
kekuasan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk
selesainya suatu pencurian secara sempurna.
b. Unsur Benda
Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini
sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelicthing (MvT)
mengenai pembentulan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-
24 Dikutip dari: http://pakarhukum.site90.net/pencurian.php. Pada hari kamis.27 oktober
2016.pukul 22.39
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benda bergerak. Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek
pencurian apabila telah terlepas  pada benda tetap dan menjadi benda
bergerak, misalnya sebatas pohon yang telah ditebang atau daun pintu
rumah yang telah terlepas/terlepas. Benda yang bergerak adalah setiap
benda yang berwujud yang bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan
mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak
dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud
saja.Benda yang bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya
dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdata).
Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena
sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu penegrtian lawan
dari benda bergerak.
c. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain
Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup
sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pertindak itu sendiri.
Seperti sebuah sepeda milik A dan B, dan kemudia A mengambilnya dari
kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda tersebut
telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan
pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372) KUHP.
Siapakah yang di artikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau
seluruhnya milik orang lain? Orang lain ini harus dibuktikan sebagai bukan
si petindak. Dengan demikian pencurian dapat pula terjadi terhadap
benda-benda milik suatu badan milik Negara.Jadi benda yang dapat
23
menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada
pemiliknya.Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjdi
objek pencurian.
Menurut Adami Chazawi pencurian mempunyai beberapa unsur
yaitu :25
1. Unsur objektif , terdiri dari :
a. Perbuatan mengambil
b. Objeknya suatu benda
c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda
tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
2. Unsur-unsur subjektif, terdiri atas :
a. Adanya maksud
b. Yang ditujukan untuk memiliki
c. Dengan melawan hukum
Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai
pencurian apabila semua unsur diatas telah terpenuhi.
b. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian
Dalam KUHP tindak pidana pencurian di kelompokkan sebagai
kejahatan terhadap harta oleh penyusun Undang-Undang di buku dua
KUHP yang diatur mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367.Tindak
pidana pencurian ini terbagi atas beberapa jenis, yakni :
25Adami Chazawi.2003.Kejahatan Terhadap Harta Benda.Bayu Media;Malang. Hal 5
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Pasal 362 KUHP
“Barang siapa mengambil sesuatu barang , yang sama sekali atau
sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan
memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena
pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun
atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-.
Pencurian dalam bentuk pokok ini mengandung unsur objektif
dan subjektif.
Pasal 363 KUHP
(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun,
dihukum:
1e. Pencurian hewan
2e. Pencurian pada waktu kebakaran,letusan, banjir, gempa
bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam,
kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara,
pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.
3e. pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau
pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan
oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau
bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak
(yang punya).
4e. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau
lebih.
5e. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk
ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang
untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah
atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu.
(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam No.3 disertai dengan
salah satu hal yang tersebut dalam No.4 dan 5 dijatuhkan
hukuman penjara selama=lamanya Sembilan tahun.
Pasal 364
Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363No.4,
begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363 No.5, asal saja
tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan
tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu
tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai
pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga
bulan atau denda sebanyak-banyanyaRp.900,-
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Pasal 365 :
(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun,
dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan
maksud akan menyiapakan atau memudahkan pencurian itu
atau jika tertangkap tangan (terpergok)supaya ada kesempatan
bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan
kajahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang
dicuri itu tetap, ada ditangannya.
(2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:
1e. jia perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam
sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada
rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau
trem yang sedang berjalan.
2e. jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama
atau lebih.
3e. jika sitersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu
dengan membongkar atau memanjat atau denagn jalan
memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan
palsu.
4e. jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat ada
orang mendapat luka berat.
(3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika
karena perbuatan itu ada orang mati.
(4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara
sementara selama-lamanya dua puluh tahun dihatuhkan, jika
perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau
mati, dilakukan oleh dua orang bersam-sama atau lebih dan
disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan
3.
Pasal 366
Pada waktu menjatuhkan hukuman karena salah satu perbuatan
yang diterangkan dalam pasal 362,363 dan 365 dapat dijatuhkan
hukuman pencabulan hak yang tersebut dalam fatsal 31 No.1-4.
Pasal 367
(1) Jika pembuat atau pembantu salah satu kejahatan yang
diterangkan dalam bab ini ada suami (isteri) orang yang kena
kejahatan itu, yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur
atau bercerai harta benda, maka pembuat atau pembantu itu tak
dapat dituntut hukuman.
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(2) Jika ia suaminya (isterinya)yang sudah diceraikan meja makan
tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang
itu karena kawin,baik dalam keturunan yang lurus, maupun
keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka
bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau  ada
pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu.
(3) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapa
dilakukan oleh orang lain dari bapa kandung, maka ketentuan
dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu.
D. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian
a. Pengertian kepolisian
Kepolisian Negara Republik Indonesia (polri) adalah kepolisian
Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung dibawah
presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian diseluruh wilayah
Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan
pelayanan kepada masyarakat. Polri dipimpin oleh seorang Kepala
Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).26
Kepolisian adalah segala hal ikhal yang berkaitan dengan fungsi
dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam
UU No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian republik Indonesia “polisi adalah
aparat penegak hukum yang bertugas sebagai pemelihara keamanan,
ketertiban masyarakat.
Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan. Bagi mereka yang
tidak mematuhinya akan dikenakan hukuman dan diberi nasihat. Untuk
26 Dikutup dari:https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia.kamis 27
oktober 2016.pukul:22.57
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menjalankan peraturan tersebut, maka pemerintah mengangkat beberapa
pegawai untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta untuk
menjalankan peraturan-peraturan yangtelah diadakan oleh pemerintah.
Mereka yang diberi tugas tersebut ialah polisi. Istilah polisi biasa
digunakan sebagai pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan
orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat
merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan
yang dapat melanggar hukum. Dengan kata lain polisi diseluruh penjuru
dunia senjatanya adalah hukum (peraturan perundang-undangan) dan
pelurunya adalah Pasal-Pasalnya sehingga musuh yang dilawan mudah
dilumpuhkan karena polisi paham benar senjata apa yang harus
digunakan dan kapan dapat melumpuhkan lawan (penjahat), serta
bagaimana melumpuhkan dengan menggunakan peluru hukum agar
terpenuhi unsur-unsur kejahatan yang dilakukan oleh penjahat
berdasarkan Pasal-Pasal yang dituduhkan. 27
b. Tugas dan Wewenang Kepolisian
Kepolisian Negara Repulik Indonesia atau yang sering disingkat
dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu
fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan
ketertiban masyarakat, penegak hukum, pengayoman, dan pelayanan
kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keaman dalam
negeri yang memiliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban
27 Pudi Rahardi.2014.Hukum Kepolisian.Laksbang Grafika;Surabaya.hal 6
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masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terciptanya ketentraman
masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Agar dalam terlaksananya fungsi dan perannya di seluruh wilayah
Negara republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah Negara
republic Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien,
maka wilayah Negara republic Indonesia dibagi dalam daerah hukum
menurut kepentingan pelaksanaan tugas kepolisian Negara Republik
Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan pemerintah
Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum
Kepolisian Republik Indonesia Pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 yang
berbunyi :
Pasal 4
1. Daerah hukum kepolisian meliputi :
a. Daerah hukum kepolisian markas besar untuk wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
b. Daerah hukum kepolisian daerah untuk wilayah provinsi
c. Daerah hukum kepolisian resort untuk wilayah kabupaten/kota;
d. Daerah hukum kepolisian sektor untuk wilayah kecamatan.
Pasal 7
Penanggungjawab daerah hukum kepolisian daerah :
a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Kepala Keopolisian Daerah untuk wilayah provinsi;
c. Kepala Kepolisian Resort untuk wilayah kabupaten/kota;
d. Kepala Kepolisian sektor untuk wilayah kecamatan.
Fungsi kepolisian seperti diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 tahun
2002 adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan Negara dalam
tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman, dan
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pelayanan masyarakat. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1)
huruf g UU Kepolisian bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan
terhadap semua tindak pidana. Hal tersebut membuktikan kerena polisi
merupakan penyidik dan memiiki kewenangan dalam melakukan
penyidikan yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh si
penyidik.
Dalam melaksanakan fungsinya sebagai aparat penegak hukum,
polisi wajib mengetahui beberapa asas-asas hukum yang digunakan
sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, antara lain
sebagai berikut :28
1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak
hukum wajib tunduk pada hukum
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani
permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena
belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan
masyarakat polisi mengkordinasikan pengamanan swakarsa untuk
mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari
pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas subsidarits, melakukan tugas instansi lain agar tidak
menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani
oleh instansi yang membidangi.
Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai aparat
kepolisian, masing-masing dari polisi menjalankan tugasnya sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh atasan.Selanjutnya, Kepala
Kepolisian Republik Indonesia mempertanggungjawabkannya kepada
28 Ilham Bisri.2004. Sistem Hukum Indonesia.Grafindo Persada;Jakarta.hal.32
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Presiden Republik Indonesia.Hal ini mengingat sebab Kapolri diangkat
dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR-RI.
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut UU
No.2 Tahun 2002 Pasal 13 antara lain:
1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat.
UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 14 Ayat (1), menjelaskan bahwa
dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Polri melakukan :
1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli
terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan,
ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,
kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat
terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis
terhadap kepolisian khusus, penyidik  pegawai negeri sipil, dan
bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak
pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-
undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,
laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan
tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana
termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan
menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10.Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum
ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11.Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan
kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian;
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12.Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan,
Dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sebagaimana tersebut
diatas dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya itu dapat
dipatuhi, ditaati, dihormati oleh masyarakat dipatuhi dalam rangka
penegakan hukum, maka oleh undang-undang polri No.2 Tahun 2002
Pasal 15Ayat 1 diberikan kewenangan secara umum yang cukup
besarantara lain;
1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang
dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau
mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan
administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan
kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakaukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret
seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10.Menyelenggarakan pusat indformasi criminal nasional;
11.Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan
dalam rangka pelayanan masyarakat;
12.Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan
putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan
masyarakat;
13.Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan
dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam
KUHAP, Polri sebagaimana penyidik utama yang menangani setiap
kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam
negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 UU
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Nomor 2 Tahun 2002 tentang polri, telah menetapkan kewenangan antara
lain :
a) Melakukan penangkapan, penanganan, penggeledahan dan
penyitaan;
b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki temoat
kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam
rangka penyidikan;
d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta
memeriksa tanda pengenal diri;
e) Melakukan tanda pemeriksaan dan penyitaan surat;
f) Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara;
h) Mengadakan penghentian penyidikan;
i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi
yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan
mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang
yang disangka melakukan tindak pidana;
k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik
pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik
pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada pentuntut umum, dan
l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang
bertanggungjawab.
(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hiruf I adalah
tindakan penyelidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat
sebagai berikut :
a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan
tersebut dilakukan;
c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan
jabatannya;
d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
dan
e. menghormati hak asasi manusia.
Pembentukan undang-undang tidak mampu mengatur secara
teknis macam-macam tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh Polisi
dalam menghadapi kasus. Perumpamaan bagaimana persisnya
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menangkap seseorang yang diduga telah melakukan kejahatan pencurian
ataukah kekerasan, apakah diborgol, digiring dengan todongan senjata
ataukah dilakukan dengan tindakan secara wajar-wajar saja.
Untuk itu akhirnya hukum menyerahkan kepada pribadi-pribadi
petugas kepolisian,tindakan apakah yang perlu dilakukan menurut
pendapatnya.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperluakan
terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini,
maka penulis melakukan penelitian di Kabupaten Luwu Timur.
Pengumpulan dan dan informasi terkait penulisan skripsi ini akan
dilakukan di Kepolisian Resort Kabupaten Luwu Timur.
B. Jenis dan Sumber Data
Dalam pengumpulan data-data dan informasi yang
diperlukan dalam penulisan ini maka data yang digunakan adalah
data primer dan data sekunder, yakni :
1. Data Primer
Yaitu, data yang diperoleh langsung dari sumber pertama
atau lapangan penelitian melalui wawancara dengan instansi
yang bersangkutan.
2. Data Sekunder
Yaitu, diperoleh dari sumber dokumen-dokumen resmi,
buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan,
penelahan studi ke perpustakaan, dan sebagainya.29
29 Amiruddin.2013.Pengantar metode penelititan hukum.PT Rajagrafindo Persada;Jakarta.hal 30
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C. Teknik Pengumpulan Data
Dalam rangka pengunpulan data, maka penulis menggunakan jenis
pengumpulan data sebagai berikut :
1. Wawancara
Pengumpulan data dalam bentuk Tanya jawab yang dilakukan
secara langsung kepada objek instansi yang akan dituju.
2. Penelitian keperpustakaan
Merupakan penelitian kepustakaan yang dilaksanakan untuk
mengumpulkan berbagai data meliputi bahan pustakan yang
bersumber dari buku-buku, skripsi orang lain, serta peraturan-
peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini.Dokumentasi dari
instansi yang terkait dengan penelitian ini.
D. Analisis Data
Data yang diperoleh atau dikumpulkan dalam penelitian ini baik
data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya
kualitatif. Maka data yang digunakanpun adalah analisis kualitatif,
dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut
terkumpul dan dianggap telah cukup maka kemudian data tersebut
diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan
pada dasar-dasar pengetahuan umum lalu meneliti persolan yang
dapat bersifat khusus.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Untuk membahas Rumusan Masalah yang dijadikan acuan dalam
skripsi ini, maka penulis melaksanakan penelitian di Polres Kabupaten
Luwu Timur. Polisi harus senantiasa melindungi, mengayomi, dan
melayani masyarakat dengan keikhlasan demi tercapainya keamanan dan
ketertiban. Maksud dari pelidung, pengayom dan pelayan masyarakat
antara lain:
Pelindung :ialah anggota Polri wajib memiliki kemampuan
memberikan perlindungan bagi masyarakat sehingga
bebas dari rasa takut, bebas dari ancaman atau
bahaya, serta merasa tentram dan damai.
Pengayom :ialah anggota Polri wajib memiliki kemampuan
memberikan petunjuk, bimbingan, arahan, dorongan,
ajakan, dan nasehat yang dirasakan bermanfaat bagi
masyarakat guna terciptanya rasa aman dan tentram.
Pelayan :ialah anggota Polri dalam setiap langkah
pengabdiannya wajib dilakukan secara bermoral,
beretika, sopan, ramah, dan proposional.
A. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Timur
Sebelum membahas mengenai Peranan Kepolisian dalam
pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Pencurian yang
terjadi di Kabupaten Luwu Timur, terlebih dahulu penulis ingin
mengenalkan wilayah di Kabupaten Luwu Timur. Berikut adalah
daerah atau wilayah Kabupaten Luwu Timur.
Secara Geografis, Kabupaten Luwu Timur merupakan Kabupaten
paling timur di Provinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan
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Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Utara. Sedangkan di sebelah
Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone.
Sementara itu, batas sebelah Barat merupakan Kabupaten Luwu Utara.
kabupaten ini memiliki Luas Wilayah 6.944,88 km2. Kabupaten ini terdiri
atas 11 Kecamatan yakni antara lain: Kecamatan Malili (Regional
Administratif), Kecamatan Angkona, Kecamatan Tomoni, Kecamatam
Tomoni Timur (Regional Pertanian), Kecamatan Kalaena, Kecamatan
Towuti, Kecamatan Nuha (Regional Pertambangan), Kecamatan
Wasuponda, Kecamatan Wotu (Regional Pelayanan Kesehatan),
Kecamatan Burau dan Kecamatan Mangkutana (Regional Perdagangan).
Di Kabupaten ini terletak Sorowako, tambang nikel yang dikelola oleh
INCO, sebuah perusahaan Kanada yang kini berubah nama menjadi PT.
VALE. Pada tahun 2008, pendapatan Asli Daerahnya berjumlah Rp.
38,190 miliar. Pendapatan per kapita masyarakat Luwu Timur pada tahun
2005 adalah Rp.24,274 juta.
Di Kabupaten Luwu Timur terdapat 14 sungai . sungai terpanjang
adalah Sungai Kalaena dengan panjang 85 km. sungai tersebut terlintas di
Kabupaten Mangkutana. Sedangkan sungai terpendek adalah Sungai
Bambalu dengan panjang 15 km. selain itu, di Kabupaten Luwu Timur juga
terdapat lima danau. Kelima danau tersebut antara lain Danau Matano (
dengan luas 245.70 km2), Danau Mahalona (25 km2), Danau Towuti (585
km2), Danau Tarapang Masapi (2,43 km2),dan Danau Lontoa (1.71 km2).
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Danau Matano terletak di Kecamatan Nuha sedangkan keempat danau
lainnya terletak di Kecamatan Towuti.30
B. Struktur Organisasi Sat Reskrim Polres Luwu Timur
Negara sebagai suatu organisasi adalah suatu struktur jabatan-
jabatan. Perkembangan arti Negara menurut Kranenburg pada akhirnya
memiliki pengertian “ fungsi-fungsi umum yang teratur dan alat-alat yang
membentangkan diri atas jabatan-jabatan. Dua hal utama yang ada dalam
berbagai pengertian Negara yang dikemukakan para ahli adalah
organisasi dan kekuasaan. Sebuah organisasi, Negara memiliki alat-alat
kelengkapan yang disebut dengan organ Negara. Organ-organ inilah yang
menjalankan kekuasaan Negara secara terorganisir untuk mencapai
tujuan Negara31. Polisi sebagai aparat pemerintah, maka organisasinya
berada dalam lingkup pemerintah. Dari segi bahasa organisasi kepolisian
adalah suatu alat atau badan yang melakukan tugas-tugas kepolisian.
Agar organisasi tersebut dapat terkordinir dan mencapai sasaran yang
diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam
suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka
keberadaannya, tumbuh dan berkembang, bentuk dan struktur ditentukan
oleh visi pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas
polisinya. Diseluruh dunia organisasi polisi itu berbeda-beda. ada yang
membawah pada Departemen dalam negeri, ada yang membawah pada
30https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Luwu_Timur di akses pada tanggal 16 januari 2017.
Pukul 19:47
31 Hamza Baharuddin dan Masaluddin.Konstruktivisme Kepolisian.Refleksi Pustaka;Makassar.hal
113-114
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Departemen kehakiman, ada yang dibawahi kendali Perdana
Menteri,Wakil Presiden, dikendalikan oleh presiden sendiri, bahkan ada
yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri. 32
Dalam Kepolisian terdapat beberapa Satuan. Diataranya ialah Sat
Intelkam, Sat Reskrim, Sat Resnarkoba Sat Binmas, Sat Sabhara, Sat
Lantas dan sebagainya. Tempat penulis meneliti ialah di bagian Sat
Reskrim (Reserse Kriminal) semua masalah-masalah kriminal termasuk
Tindak Pidana Pencurian. Masyarakat melapor ke bagian tersebut
kemudian ditindak lanjuti oleh bagian Reskrim. Berikut Struktur organisasi
pada bagaian Reskrim (Reserse Kriminal) :
KASAT RESKRIM
IPTU AKBAR. A. MALLOROANG,SH
KAUR BIN OPS KAURMINTU
IPTU AGUSMAN, SH AIPTU ASMIN.M
BA MIN BA MIN
BRIGPOL RICHARDO
PAUR URIDENT
32 Kunarto, Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta:2001, hal 100
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BANUM BRIPKA YUSWAR. M
BRIPDA UMRAH AZIS
KANIT IDIK I (RESUM) KANIT IDIK II (RESEK) KANIT  IDIK III(TIPIKOR/TIPITER) KANIT IV (PPA)
1. BRIPKA GAZALI, SH 1. BRIPKA ADIATMA, SH 1. AIPDA YAKOB.L,SH 1.BRIPKA M.ASDAR
2. BRIGPOLSUARDI, SH 2. BRIGPOL REZKI RB AYU 2. BRIPKA AGUSTINUS 2.BRIPKA SAMSUL ALAM
3. BRIGPOL FIRMANSYAH 3. BRIPDA AMAL 3. BRIGPOL CHRISTIAN 3.BRIGADIR CHRISTIAN
4. BRIGPOL SUKARDI. N 4. BRIPDA KARDIAWANG 4. BRIPKA AGUSTINUS 4.BRIPDA ERWANTY
5. BRIPDA MARWANSYAH
6. BRIPDA IRMAWATI
7. BRIPDA ASRIANA ASIS
Bisa dilihat pada Struktur Organisai Bagian Sat Reskrim. Yang di
Kepalai Oleh Pak IPTU AKBAR. A. MALLOROANG,SH. Pada bagian
Reskrim, ada KANIT IDIK (RESUM) bagian ini menangani semua masalah
Tindak Pidana Umum. Jika ada laporan tentang Tindak Pidana Umum
misalnya seperti masalah Pencurian bagian inilah yang memproses
tentang tindak pidana termasuk pencurian. Pada bagian penyidik II
kepolisian tersebut menangani masalah penipuan, penggelapan dan
segala macamnya. Pada bagian penyidik III menangani masalah
pertambangan, korupsi, hutan, BBM, semua yang menyangkut dengan
Negara. Dan yang terakhir pada bagian Kanit Penyidik IV, pada bagian ini
menangani masalah perlindungan perempuan dan Anak. Jadi, jika ada
laporan tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak maka
kepolisian bagian inilah yang mengambil tindakan terhadap kasus
tersebut.Peranan Kepolisian di Masyarakat adalah suatu bentuk tindakan
yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
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Dapat dilihat bahwa wilayah Kabupaten Luwu Timur terdiri dari 11
kecamatan. Didaerah ini sering terjadi tindak pidana seperti tindak pidana
pencurian, maka dapat di lihat perkembangan dari jenis-jenis kasus
pencurian yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur. Data tersebut diperoleh
dari tempat penelitian penulis di Kepolisian Resort Kabupaten Luwu timur,
terhitung dari waktu Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015.
Sesuai Hasil Penelitian yang dilakukan di Polres Luwu Timur,
diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa jenis pencurian yang ada di
wilayah kabupaten Luwu Timur dari tahun 2012 s/d tahun 2015. Untuk
lebih jelasnya, penulis memaparkannya dalam bentuk Tabel.
Tabel 1
Data Laporan dan penyelesaian Jenis Pencurian di Polres Kabupaten
Luwu Timur, dari Tahun 2012 s/d 2015.
Sumber : Bagian Sat Reskrim Polres Luwu Timur
Dalam Tabel 1 tersebut, terdapat huruf L dan S. maksud dari huruf
L dan S tersebut ialah jumlah Laporan yang masuk pada Polres Luwu
NO
TAHUN JUMLAH
JENIS PENCURIAN 2012 2013 2014 2015 L S
L S L S L S L S TS S
1. PENCURIAN BIASA 32 17 15 8 37 26 35 20 119 71
2.
PENCURIAN KENDARAAN
BERMOTOR (CURANMOR) 6 4 6 3 7 5 5 3 24 15
3.
PENCURIAN TERNAK
(CURNAK) 1 1 1 1
JUMLAH 39 22 21 11 44 31 40 23 144 87
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Timur. Sedangkan huruf S menandakan laporan yang masuk pada tahun
2012-2015 telah selesai diatasi atau dengan kata lain pelaku tindak
pidana pencurian yang dilaporkan pada tahun tersebut pelakunya telah
berhasil ditemukan oleh pihak Kepolisian dan telah diselesaikan secara
Hukum yang berlaku. Pada Tabel diatas bisa dilihat dengan jelas bahwa
pada polres luwu timur jenis pencurian dibedakan menjadi tiga, yakni
pencurian biasa, pencurian kendaraan bermotor (curanmor), dan
pencurian ternak (curnak). Jumlah laporan pada Tahun 2012 jenis
pencurian biasa ada 32 Laporan, dan yang berhasil di selesaikan pada
Tahun 2012 tersebut ada 17 kasus. Jadi, pada Tahun 2012 masih ada 15
kasus pencurian yang belum terselesaikan, dalam arti pelakunya belum
ditemukan/di dapatkan oleh pihak kepolisian. pada jenis pencurian
kendaraan bermotor (curanmor) pada tahun 2012 jumlah laporan yang
masuk ada 6 kasus pencurian motor, dan yang berhasil diselesaikan oleh
pihak kepolisian ada 4 kasus. Jadi masih ada 2 yang pelakunya belum
ditemukan. Pada jenis pencurian Ternak (Curnak) pada tahun 2012
jumlah laporan yang masuk ada 1 dan pihak kepolisian berhasil
mnyelesaikan kasus tersebut. pada tahun 2013 jumlah laporan kasus
pencurian Biasa yang masuk pada Polres Luwu Timur ada 15 kasus
berhasil diselesaikan oleh pihak kepolisian ada 8 kasus pencurian. Jadi
pada tahun 2012 khusus jenis pencurian biasa masih ada 7 kasus
pencurian yang belum terselesaikan. Jenis pencurian kendaraan bermotor
(curanmor) pada tahun 2013 jumlah laporan kasus pencurian yang masuk
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ada 6 kasus dan yang berhasil diselesaikan oleh pihak kepolisian ada 3
kasus. Jadi masih ada 3 kasus yang belum terselesaikan. Pada tahun
2014 jenis pencurian biasa jumlah laporan yang masuk ada 37 kasus
pencurian, berhasil diselesaikan ada 26 kasus. Jadi masih ada 11 kasus
yang belum terselesaikan. Selanjutnya pada jenis pencurian kendaraan
bermotor (curanmor) pada tahun 2014 jumlah laporan yang masuk di
polres Luwu Timur ada 7 kasus pencurian, berhasil diselesaikan oleh
pihak kepolisian ada 5 kasus jadi masih ada 2 kasus yang belum
diselesaikan. Selanjutnya pada tahun 2015 pada jenis pencurian Biasa
jumlah laporan yang masuk pada polres luwu timur ada 35  kasus
pencurian, dari 35 laporan tersebut pihak kepolisian berhasil menangani
kasus tersebut sebanyak 20 kasus jadi sisa kasus yang belum
terselesaikan ada 15 kasus. Pada pencurian kendaraan bermotor
(curanmor) pada tahun 2015 jumlah laporan yang masuk ada 5 kasus,
dan pihak kepolisian berhasil menyelesaikan 3 kasus tersisa 2 kasus
pencurian yang pelakunya belum ditemukan. Khusus pada jenis pencurian
ternak (curnak) dari tahun 2013-2015 tidak ada laporan yang masuk pada
polres luwu timur. Hal tersebut menandakan bahwa tindakan yang
dilakukan oleh pihak Kepolisian begitu sangat baik.
Jika dijumlahkan secara keseluruhan mulai dari Tahun 2012-2015
jumlah laporan kasus  pencurian biasa yang berhasil diselesaikan ada 71
kasus, pada pencurian kendaraan bermotor ada 15 kasus yang
diselesaikan, dan pada pencurian ternak (curnak) laporan yang masuk
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hanya pada tahun 2012 yaitu sebanyak 1 kasus, dan pihak kepolisian
berhasil menyelesaikan kasus tersebut dengan baik. Jadi berdasarkan
jumlah jenis kasus pencurian yang ada mulai dari Tahun 2012 sampai
tahun 2015 dapat disimpulkan bahwa jumlah laporan yang masuk pada
Polres Luwu Timur sebanyak 144 kasus, dan yang berhasil diselesaikan
oleh pihak kepolisian sebanyak 87 kasus pencurian.
Berdasarkan pada Tabel 1 data Jenis Kasus pencurian Sat
Reskrim Polres Luwu Timur dari tahun 2012-2015 dapat disimpulkan
bahwa jumlah laporan yang masuk masih ada beberapa kasus yang
belum terselesaikan dengan tuntas dengan arti pelakunya masih belum
ditemukan oleh pihak kepolisian. Dari wawancara oleh pak IPTU.
AGUSMAN, SH selaku Kepala urusan Pembinaan Operasional
mengatakan bahwa, pada umumnya hambatan pada kasus pencurian
yang pelakunya sampai saat ini belum diketahui atau belum tertangkap
karena tidak adanya saksi  dan petunjuk yang lain. Kadang pelaku sudah
dietahui tapi belum tertangkap karena pelaku tersebut meninggalkan
tempat yang keberadaannya belum diketahui, apalagi jika pelaku berasal
dari luar daerah Kabupaten Luwu Timur. Laporan yang masuk mengenai
kasus pencurian itu pada umumnya terjadi di rumah-rumah, dan ada
beberapa kantor instansi termasuk toko-toko.33
Terlihat bahwa tindak pidana pencurian yang terjadi setiap
tahunnya tidak stabil. Kadang berkurang, ditahun berikutnya malah
33 Hasil wawancara IPTU AGUSMAN, SH Pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 Pukul 15.11
45
semakin bertambah lagi. Pencurian begitu sangat marak terjadi di
kabupaten luwu timur. Dari Hasil Wawancara oleh BRIPKA GAZALI, SH
mengatakan bahwa faktor utama atau yang melatar belakangi terjadinya
tindak pidana pencurian rata-rata ialah faktor Ekonomi. Hampir semua
jawaban pelaku mengatakan dengan alasan faktor ekonomi. Pelaku
mengambil barang curian tersebut untuk dimiliki kemudian dijual, lalu
setelah barang tersebut laku dijual maka digunakanlah uang tersebut
untuk keperluan si pelaku.34Pada bagian Binmas melakukan tugasnya
dengan cara Patroli, penyuluhan dengan cara sambang desa atau
kelurahan dan giat siskamling yang dilakukan oleh masyarakat setempat.
Hal tersebut merupakan upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh pihak
kepolisian khususnya pada bagian Binmas. Peran kepolisian begitu
sangat penting bagi kehidupan masyarakat. karena masyarakat
menganggap polisi sebagai pelindung dari kejahatan-kejahatan yang
terjadi di wilayahnya.
Dari wawancara oleh IPTU AKBAR A. MALLOROANG,SH selaku
Kepala Kesatuan Reskrim (Reserse Kriminal)  mengatakan bahwa
pencurian yang sering terjadi di rumah-rumah kosong (orang yang pulang
mudik), biasanya rata-rata sasaran pelaku pencurian. Dalam menghimbau
hal tersebut, maka Kepolisian memberikan penyampaian ke Masjid-masjid
34 Hasil wawancara BRIPKA GAZALI, SH Pada hari Selasa tanggal  03 Januari 2017 Pukul 14.20
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agar masyarakat yang ingin mudik tidak meninggalkan semua barang-
barang berharganya di rumah.35
C. Peranan Kepolisian Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan
Tindak Pidana Pencurian
Hukum sebagai Norma memiliki suatu kekhususan yakni hendak
melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga
kepentingan umum. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan
dengan pihak polisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Polisi
Republik Indonesia sebagai pengayom masyarakat dan penegak hukum
dalam struktur kehidupan masyarakat memiliki tanggung jawab khusus
untuk memelihara ketertiban masayarakat dan menangani dan mengatasi
setiap tindakan-tindakan kejahatan yang ada di masing-masing wilayah.
Adapun Peran Kepolisian menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam
Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi “ Kepolisian Negara Republik Indonesia
merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, menegakkan Hukum, serta memberikan
Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan kepada mayarakat dalam
rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri “.
Polisi memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam hal
pencegahan dan penanggulangan kejahatan baik itu Preventif maupun
35 Hasil wawancara IPTU AKBAR A. MALLOROANG, SH Pada Hari Selasa  tanggal 03 Januari 2017
Pukul 14.19
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Represif, guna meminimalisirkan semua kejahatan-kejahatan yang
sedang terjadi di setiap kehidupan masyarakat. Peranan Polisi bagi
kehidupan semua masyarakat sangatlah penting. Sebab, masyarakat
mempercayakan kepada Polisi untuk memberantas berbagai jenis
kejahatan khususnya pada kasus Pencurian.
Upaya Preventif/ upaya pencegahan merupakan upaya-upaya awal
yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak
pidana.
Peranan Kepolisian dalam Upaya Preventif yang dilakukan di Polres
Luwu Timur diantaranya ialah:36
a. Penyampaian Ke Masjid-Masjid
Maksudnya ialah, rata-rata pencurian yang terjadi di rumah-
rumah kosong, atau instansi-instansi yang penghuninya melakukan
Mudik. Maka dari itulah pelaku mengambil kesempatan melakukan
tindak kejahatan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, Pihak
Kepolisian menghimbau ke Masjid-masjid dengan melakukan
penyampain jika melaksanakan Mudik, agar masyarakat tidak
meninggalkan barang-barang berharganya di rumah.
b. Patroli Polisi
Salah satu cara pencegahan atau cara mempersempit ruang
gerak kasus pencurian di Luwu Timur yaitu dengan melakukan
36 Hasil wawancara oleh IPTU AKBAR. A. MALLOROANG,SH pada hari selasa tgl 03 januari 2017
pukul 15:27
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Patroli. Patroli dilakukan pada malam hari, yang dianggap rawan
terjadi kasus pencurian yang dilaksanakan mulai pukul 00:00 pm-
04:00 am. Pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan jadwal piket
yang telah ditentukan. 37
c. Pemasangan Baliho
Pemasangan peringatan atau larangan Melalui Baliho-baliho
yang dilakukan di sekitaran jalan raya yang ada di Kabupaten Luwu
Timur khususnya pada Kecamatan Malili, bermaksud agar setiap
masyarakat-masyarakat yang melewati lintas jalan tersebut bisa
melihat dan membacanya secara langsung. Juga, masyarakat bisa
waspada dan mengingatnya dengan melihat peringatan dari
pemasangan Baliho-baliho tersebut.
d. Penyampaian di Radio
Salah satu bentuk pencegahan yang dilakukan oleh pihak
Kepolisian yaitu dengan penyampaian ke Radio-radio. Polisi
melakukan tindakan tersebut, agar masyarakat yang biasanya
mendengarkanmusik melalui radio juga mendengarkan
penyampaian yang bermanfaatmengenai kewaspadaan terhadap
pelaku pencurian. Sehingga warga masyarakat dapat membantu
tindakan pihak polisi dalam mencegah terjadinya kasus pencurian.
e. Babinkamtibmas (Bintara Pembinaan dan Keamanan
Ketertiban Masyarakat)
37 Hasil Wawancara dengan BRIKA GAZALI, SH Pada hari senin tgl 03 Januari 2017 pukul 14:25
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Dalam menjalankan salah satu upaya pencegahan pihak
Kepolisihan menugaskan beberapa Polisi untuk bersentuhan
(berkomunikasi) langsung dengan masyarakat, yang dinamakan
Babinkamtibmas (Bintara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban
Masyarakat). sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan
Kapolri No 3 Tahun 2015 antara lain sebagai berikut:
Tugas Pokok Babinkamtibmas adalah melakukan pembinaan
masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta
kondisi yang kondusif di desa / kelurahan. Dalam melaksanakan
Tugas pokoknya tersebut, Babinkamtibmas melakukan kegiatan
sebagai berikut :
1. Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah
penugasannya
2. Melakukan dan membantu pemecahan masalah
3. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakt
4. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana
5. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang
tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran
6. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana
alam dan wabah penyakit.
7. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau
komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan
Pelayanan Polri
f. Penugasan Anggota Reskrim
Pada Anggota Reskrim ada yang dinamakan Kringserse.
Tugas dari anggota Kringserse yaitu, setiap 1 km2 dari rumah
masing-masing anggota kepolisian merupakan wilayah tanggung
jawabnya. Polisi tersebutharus memantau keadaan yang terjadi
dalam setiap 1 km dari tempat tinggal anggota reskrim tersebut.
g. Penyuluhan
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Pihak Kepolisian melaksanakan Penyuluhan di Kantor Camat.
Pelaksanaannya dilihat dari rawannya tindak kejahatan yang terjadi
dan juga pada saat ada permintaan dari pihak Kecamatan.
Upaya Represif merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak
Kepolisian pada saat telah terjadi tindak pidana /kejahatan yang
tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcemenet).
Upaya Represif yang dilakukan kepolisian dalam pencegahan dan
penanggulangan tindak pidana pencurian :
Upaya Yang dilakukan oleh pihak Kepolisian ialah berupa tindakan
Penegakan Hukum. Tindakan ini merupakan salah satu cara yang
dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam melaksanakan suatu proses yang
dinamakan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana,
melakukan pemeriksaan di pengadilan, eksekusi, sampai kepada tahap
pembinaan narapidana. Menurut hasil wawancara oleh IPTU AKBAR
MALLOROANG. A, SHselaku Kepala Satuan Reskrim bahwa di Polres
Luwu Timur pernah terjadi Residivis. Menurut salah satu pendapat
pendapat para ahli yakni sri Harini Dwiyatmi Maksud dari residivis ialah
orang yang melakukan suatu tindak kejahatan tertentu, telah dihukum,
dan hukumannya telah dijalani, kemudian orang tersebut melakukan lagi
tindakan kejahatan tersebut.
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Contoh Proses Penyidik Pada Kasus Tindak Pidana Pencurian
Pertama-tama yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian dalam
melakukan suatu penyelidikan yaitu pemeriksaan saksi, korban dengan
mendatangi langsung ke TKP (Tempat Kejadian Perkara). Setelah polisi
berada di TKP, maka polisi mengambil keterangan saksi-saksi yang ada di
TKP tersebut kemudian pihak Polisi melakukan penyelidikan untuk
menetapkan tersangka. Kemudian jika tersangkanya berhasil tertangkap
beserta barang bukti, penyidik melakukan proses penyidikan berupa
penangkapan, penahan, serta penyitaan barang-barang bukti (jika ada).
Kemudian setelah itu, polisi memeriksa tersangka. Sudah ada keterangan
saksi sebelumnya yang didapat di TKP, kemudian pihak polisi menyiapkan
berkas-berkas untuk dikirim ke Kejaksaan. Setelah berkas tersebut telah
dikirim ke Kejaksaan, jika menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) masih
ada keterangan yang perlu ditambahkan, masih ada yang kurang baik itu
syarat formil maupun syarat materil dalam berkas tersebut maka JPU
mengembalikan berkas tersebut sebelum 14 hari ke Penyidik untuk
dilengkapi.
Pada tahap pertama dalam pengiriman berkas, jika Jaksa Penuntut
Umum sudah mengatakan cukup, maka diketikkanlah P21 ke Pihak
Kepolisian yang artinya proses penyidikan dinyatakan telah lengkap.
Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan tersangka dan barang bukti ke
Jaksa Penuntut Umum. Tapi pada saat polisi mengirimkan berkas ke
Jaksa Penuntut Umum, kemudian Jaksa Penuntut Umum mengatakan
52
ada syarat formil atau materil yang yang belum lengkap dalam berkas
tersebut, maka diterbitkanlah P18 yang artinya berkas dikembalikan
dinyatakan belum lengkap disertai dengan P19 (petunjuk- petunjuk Jaksa
tentang syarat formil maupun syarat materil) ke pihak Polisi. Dalam waktu
7 hari pihak Polisi harus langsung mengembalikan berkas tersebut ke
Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya setelah itu poisi melakukan
penyerahan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum.
Kemudian Jaksa Penuntut Umum daftarkan untuk disidangkan ke
Pengadilan.
D. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Kepolisian dalam
Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian
Kepolisian sebagai pelaksana sebagaimana yang dicanangkan polri
dalam implementasinya menuntut setiap personel polri selalu berorientasi
kepada penekatan pelayanan, menghormati hak asasi manusia, serta
membangun kerja sama yang harmonis dengan masyarakat. kerja sama
yang harmonis tersebut akan terwujud apabila reformasi kultural polri
terus diarahkan pada upaya merubah sikap dan perilaku setiap
anggotanya serta menerapkan strategi baru yang mampu membangun
kepercayaan masyarakat terhadap polri.38
38 Hamza Baharuddin dan Masaluddin.Op.cit.,hal 47-48
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Polres
Luwu Timur, diperoleh data pencurian per kecamatan/ polsek diLuwu
Timur dari Tahun 2012-2015 antara lain sebagai berikut :
Tabel 2
Data Laporan dan Penyelesaian Jenis Pencurian tiap Kecamatan / Polsek
di Kabupaten Luwu Timur dari Tahun 2012 s/d 2015
NO POLSEK JENIS-JENISPENCURIAN
TAHUN JUMLAH2012 2013 2014 2015
L S L S L S L S L S
1. BURAU
PENCURIAN
BIASA 19 5 15 8 16 10 13 5 63 28
PENCURIAN
KENDARAAN
BERMOTOR
(CURANMOR) 1 1 3 1 3 2 2 1 9 5
PENCURIAN
TERNAK
(CURNAK) - - - - - - - - - -
2. WOTU
PENCURIAN
BIASA 10 3 7 3 9 5 12 7 38 18
PENCURIAN
KENDARAAN
BERMOTOR
(CURANMOR) 2 0 3 2 3 1 4 2 12 5
PENCURIAN
TERNAK
(CURNAK) - - - - - - - - - -
3. MANGKUTANA
PENCURIAN
BIASA 16 5 16 8 12 4 18 10 62 27
PENCURIAN
KENDARAAN
BERMOTOR
(CURANMOR) 14 4 14 3 22 8 10 5 60 20
PENCURIAN - - - - - - - - - -
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Sumber : Bagian Sat Reskrim Polres Luwu Timur
Dari Tabel 2 diatas, bisa kita lihat bahwa di Kabupaten Luwu Timur
dibawahi oleh 7 Polsek. Di Luwu Timur terdapat 11 Kecamatan,
diantaranya ialah Kecamatan Angkona, Kecamatan Burau, Kecamatan
TERNAK
(CURNAK)
4. MALILI
PENCURIAN
BIASA 9 3 7 2 14 9 8 3 38 17
PENCURIAN
KENDARAAN
BERMOTOR
(CURANMOR) 6 1 - - - - 2 1 8 2
PENCURIAN
TERNAK
(CURNAK) - - - - - - - - - -
5. WASUPONDA
PENCURIAN
BIASA 18 6 13 7 6 2 11 9 48 24
PENCURIAN
KENDARAAN
BERMOTOR
(CURANMOR) 2 0 2 1 1 0 3 3 8 4
PENCURIAN
TERNAK
(CURNAK) - - 1 1 - - - - 1 1
6.
TOWUTI
PENCURIAN
BIASA 21 7 20 12 8 3 17 10 66 32
PENCURIAN
KENDARAAN
BERMOTOR
(CURANMOR) 9 2 7 5 5 4 8 3 29 14
PENCURIAN
TERNAK
(CURNAK) - - - - - - - - - -
7. NUHA
PENCURIAN
BIASA 20 7 22 11 15 4 14 6 71 28
PENCURIAN
KENDARAAN
BERMOTOR
(CURANMOR) 2 0 6 3 3 2 5 4 16 9
PENCURIAN
TERNAK
(CURNAK) - - - - - - - - - -
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Kalaena Kecamatan Malili, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Nuha,
Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Towuti,
Kecamatan Wasuponda, dan Kecamatan Wotu. 39Pada 11 kecamatan
tersebut hanya di naungi oleh 7 Polsek saja. Sebab ada beberapa
kecamatan yang digabung yang di bawahi oleh satu polsek. Yakni, pada
pada Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni, dan Kecamatan
Tomoni Timur itu hanya dibawahi oleh satu Polsek yaitu Polsek
Mangkutana. Kemudian pada Kecamatan Malili dan Kecamatan Angkona
dibawahi oleh Polsek Malili.
Berdasarkan data pencurian tiap Kecamatan / Polsek di Luwu
Timur yang penulis dapatkan pada Bagian Sat Reskrim Polres Luwu
Timur ialah pada Polsek Burau yang terletak pada Kecamatan Burau dari
tahun 2012-2015 jumlah  laporan dari berbagai jenis pencurian yang
masuk sebanyak 72 kasus dan yang berhasil diselesaikan sebanyak 33
kasus. Selanjutnya pada Polsek Wotu yang terletak di kecamatan Wotu
jumlah semua jenis pencurian yang masuk dari tahun 2012-2015
sebanyak 50 kasus dan yang terselesaikan sebanyak 23 kasus. Kemudian
pada Polsek Mangkutana yang terletak pada tiga di Kecamatan yakni
kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur
dan Kecamatan Kalaena dari tahun 2012-2015  jumlah laporan yang
masuk dari beberapa jenis pencurian sebanyak 122 kasus dan yang
terselesaikan sebanyak 47 kasus. Pada Polsek Malili yang terletak di
39 Wawancara Oleh BRIGPOL RICHARDO Pada hari senin, tanggal 02 Januari 2017 pukul 14.03
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Kecamatan Malili dan Kecamatan Angkona jumlah keseluruhan laporan
yang masuk dari berbagai jenis Pencurian dari Tahun 2012-2015
sebanyak 46 kasus dan yang terselesaikan ada 19 kasus. Kemudian
Polsek Wasuponda yang terletak pada Kecamatan Wasuponda, jumlah
keseluruhan laporan yang masuk dari tahun 2012-2015 sebanyak 57
kasus dan yang berhasil diselesaikan oleh pihak Kepolisian ada 29 kasus.
Selanjutnya pada Polsek Towuti yang terletak di Kecamatan Towuti,
jumlah keseluruhan laporan yang masuk dari tahun 2012-2015 sebanyak
95 kasus dan yang berhasil diselesaikan ada 46 kasus. Dan yang terakhir
pada Polsek Nuha yang terletak di Kecamatan Nuha jumlah keeluruhan
laporan yang masuk dari 2012-2015 sebanyak 87 kasus, dan yang
berhasil diselesaikan oleh pihak kepolisian sebanyak 37 kasus.
Dari semua data pencurian per kecamatan yang ada di tiap polsek-
polsek Luwu Timur bisa dilihat pada tabel 2 bahwa, yang paling banyak
jumlah kasus pencuriannya baik itu pencurian biasa, pencurian kendaraan
bermotor (curanmor) atau bahkan pencurian ternak (curnak) dari Tahun
2012-2015 jika dijumlahkan secara keseluruhan  ialah Kecamatan
Mangkutana, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, dan
Kecamatan Kalaena yang dibawahi Oleh Polsek Mangkutana yang
terletak di Kecamatan Mangkutana. Dan yang paling sedikit laporan kasus
pencurian dari Tahun 2012-2015 jika dilihat dari data per polsek tiap
kecamatan di Luwu Timur jika dijumlahkan yaitu di Polsek Malili, yang
terletak di Kecamatan Malili.
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Dari semua Polsek yang ada di Kabupaten Luwu Timur, Penulis
mengambil contoh pada salah-satu polsek yang ada di kabupaten Luwu
Timur, yakni Pada Polsek Burau yang terletak di Kecamatan Burau,
jumlah laporan kasus pencurian Biasa (di rumah-rumah, instansi atau
toko-toko) yang masuk dari Tahun 2012 - 2015 tidak stabil atau data
jumlah laporan yang masuk tidak pernah sesuai atau mencapai data yang
selesai. 40Yang menjadi salah-satu hambatan pihak kepolisian di Polsek
Burau, hampir sama dengan data yang masuk di Polres Luwu Timur. Yaitu
pelakunya belum tertangkap atau belum diketahui karena tidak adanya
saksi dan petunjuk yang lain. Dan kadang pelaku sudah diketahui oleh
pihak kepolisian, tapi pelaku tersebut belum tertangkap, karena pelaku
meninggalkan tempat yang keberadaannya belum di ketahui apalagi jika
pelaku tersebut berasal dari luar daerah Luwu Timur atau bukan
masyarakat yang tinggal di lingkup Kabupaten Luwu Timur. Kepolisian
telah berusaha semaksimal mungkin menjalankan tugasnya, dalam
melindung, mengayomi dan melayani masyarakat-masyarakatnya. Pihak
Kepolisian juga sangat membutuhkan kerjasamanya dengan masayarakat
dalam memberantas kejahatan-kejahatan yang terjadi di wilayahnya.
Menurut Penulis, Karena Kesadaran dari Masyarakat begitu minim,
sehingga kejahatan-kejahatan masih sering saja terjadi. Pada Jenis
Pencurian kendaraan Bermotor di tahun 2012 telah terselesaikan. Dengan
kata lain pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut telah ditemukan
40 Wawancara oleh IPTU AGUSMAN, SH Pada Hari Selasa, tanggal 03 Januari 2017 Pukul 15:12
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dan telah diproses sesuai prosedur pelaksanaannya. Dari wawancara oleh
BRIGPOL RICHARDO salah satu staf pada bagaian pengelolaan data
SAT RESKRIM, mengatakan bahwa kebanyakan pencurian kendaraan
bermotor itu dilakukan oleh orang-orang yang bukan dari wilayah sekitar.
Melainkan orang-orang yang hanya sekedar lewat di lokasi kejadian.
Pelaku tersebut melihat ada kesempatan atau peluang, maka dilakukanlah
pencurian kendaraan tersebut.
Dalam menjalankan tugas pencegahan dan penanggulangan tindak
pidana pencurian seperti yang tertera pada tabel 2 diatas, pihak kepolisian
mendapat beberapa hambatan, adapun beberapa hambatan tersebut dari
hasil Wawancara oleh Bapak Iptu Akbar. A. Malloroang, SH selaku Kepala
Satuan Reskrim Polres Luwu Timurantara lain sebagai berikut ;
1. Partisipasi dari Masyarakat
Pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya untuk
mencegah terjadi kasus pencurian khususnya yang terjadi di Luwu
Timur. Namun hal ini dikembalikan ke masyarakat itu sendiri.
Bagaimna mayarakat menyikapi hal tersebut, apakah dia mau
mendengar atau tidak. Menurut penulis, Setiap kegiatan polisi
untuk penanggulangan dan pencegahan kejahatan harus
bekerjasama atau bernegosiasi dengan masyarakat tentang apa
saja yang ingin dilakukan. Seharusnya masyarakat jangan hanya
menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian, akan tetapi
masyarakat juga harus berperan dalam menjaga keamanan dan
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ketertiban di sekitar wilayahnya. Masyarakat memiliki peran penting
dalam mencegah terjadinya suatu tindak pidana pencurian, sebab
laporan dari masyarakatlah yang akan diproses oleh pihak
kepolisian.
2. Saksi susah dimintai keterangan
Berbagai upaya telah dilakukan pihak kepolisian luwu timur
dalam mencegah terjadinya pencurian, namun usaha tersebut
terhambat dikarenakan adanya saksi yang tidak bisa diajak
bekerjasama. Dalam artian saksi yang bersangkutan susah diminta
kesaksiannya. Hal ini karena banyaknya saksi yang takut terlibat
dalam proses pengadilan. Mereka lebih banyak memilih pura-pura
tidak tahu dari pada memberitahukan kebenenaran yang
sesungguhnya. Hal ini juga dikarenakan karena kurangnya
pemahaman masyarakat tentang hukum, dan takutnya masyarakat
terlibat dalam proses hukum. Dalam menghimbau semua itu, maka
pihak polisi mendatangi langsung rumah dari pihak saksi tersebut
untuk dimintai keterangannya.
3. Pelaku melarikan diri
Maksud dari pelaku melarikan diri ini ialah pihak kepolisian
belum bisa mengetahui siapa pelaku pencurian. Pelaku pergi
meninggalkan daerah wilayah Luwu Timur,disinilah polisi
melakukan kerja extra untuk menemukan pelaku tersebut. Pihak
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kepolisian merasa bahwa bagian ini merupakan suatu tantangan
bagi pihak polisi.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Adapun peran yang dilakukan oleh Polres Luwu Timur dalam
melakukan upaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana
pencurian yang terjadi di wilayah luwu timur meliputi upaya
preventif dan represif, upaya preventif yang dilakukan ialah
menghimbau ke masjid-masjid atau pemberitahuan atas peringatan
kewaspadaan ke masjid-masjid, penyampaian ke radio-radio,
memfungsikan bagian Babinkamtibmas (Bintara Pembinaan dan
keamanan Ketertiban Masyarakat) yaitu bersentuhan langsung
dengan masyarakat itu sendiri. Sehingga polisi tersebut
mengetahui secara langsung tentang apa yang terjadi di lingkungan
masyarakat, selain itu polisi juga mengadakan penyuluhan ke
beberapa tempat atau instansi-instansi seperti melaksanakan
penyuluhan tersebut di Kantor Camat. Selain itu, dalam upaya
represif, yaitu dengan mengungkap suatu kejahatan dan
memprosesnya secara hukum. Tujuan dilakukannya proses secara
hukum ini, agar pelaku bisa mendapatkan apa yang seharusnya dia
dapat. Menerima hukuman yang setimpal atas apa yang ia perbuat.
2. Beberapa Hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam
mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian:
a. Kesadaran dari diri masyarakat itu sendiri
62
b. Saksi susah untuk dimintai keterangan
c. Pelaku tersebut melarikan diri dalam artian pelaku
meninggalkan wilayah Kabupaten Luwu Timur
B. Saran
1. Kepolisian hendaknya lebih kerja keras lagi dalam mengungkap
suatu kejahatan yang terjadi di wilayahnya demi tercapainya
keamanan dan ketentraman masyarakat-masyarakatnya. sebab,
polisi memiliki fungsi penting yaitu sebagai pelindung, pengayom
dan pelaayan masyarakat.
2. Penambahan  jadwal patroli dalam melakukan suatu pencegahan,
agar polisi bisa lebih maju lagi dalam memberantas suatu kehatan-
kejahatan khususnya pada pencurian serta Kordinasi antar polisi
yang di Polres luwu timur, dengan polsek-polsek yang berada di
setiap kecamatan serta masyarakat-masyaraka lebih di tingkatkan
lagi komunikasinya. Agar tindak pidana pencurian yang ada di
wilayah Luwu Timur bisa semakin tahun semakin berkurang, dan
jika bisa tidak ada lagi pencurian yag terjadi yang membuat resah
warga masyarakat. kerja sama antara polisi dan warga masyarakat
sangat berperan penting dalam hal ini.
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